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BUPATI CIANJUR,

balywa penyelengeiiaan pemerintahan disa,
pelaksandgan pombangunan dan pelavanan kepada
masyarakat sdesa diiaksanakan oleh kepala desa
yang dibantu aleq perangkat desa guna mewdjudican
masyaraiat desa vang adil, makmur, dan sejahtera;

hahwa dalgm rangka peningkatan pelayanan kepads
masyarakal ‘apar lLerjalan optimal sesual dengan
dinamika perkembangan otonomi desa di Kabupaten
Cianjur diperivkan pEranglat desa yang berlouahins:

bahwa guns menjemin kepastian hukum  dalam
pengangkatan dan peimberhentian perangkat desa,
serta  dalam  rangka  melaksanalan Pasal =9
Feratusan Dagral Nomnor 4 Tahun 2015 tentang
TDesa, perly adanya pedoman dalam pengangkatan
dan pemberhentian perangeat desa;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huref b dan huru! ¢ periu
menetapkan Peraturan Bupatl  tendang Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Peranglal Desa

Undang-Undang Womor 4 Tahun Lo

tentang Pembeniukan Daerah-daerah
Habupaten Usalam Lingkungan Propins Jawi
Rarat | Berita Megara Republik Indonesia
Tatan 1950) schagaimana  telah diubah

dengan Undang-Lindang  Nomor 4 Tahun 1968
teritang Pembentiglan labupaten Purwakana

gan habupaten Subang dengan Mengubah
Jridang Unidang Mo 4 Tahun G50
teniang Pembentikan - Daerah-daerah

Kabupaten Damm Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara  Republik  Incdonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik ndonesla Nomge 2851);
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Unduang-Undang Nomor b Tabun 2014 tentang Desa
(Lesmbaran Negara Hepuldik Indonesin Tahun 2014
Nomar 7, Tambabhan lLembags Negars Republis
Indonesia Nameor 5495);
3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemterintilan Daerah |Lenbearan Negara Republik
Indonesia+ Tahun 2004 MNomor 244, Tambahpn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53587)
: ) sehagaimana teiah diubab beberapa kali terakhir
tenigan Undang-Undang Nemor 9 Tabun 2015
. teniang  Perubahan Kedun Atgs Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 20014 téntang Pemerintahan Daerah
(combaran Megara Republik Indenesia Tahun 2015
“lomor 58, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); . ‘
4, Peraturan Pemeriziah Nomor 43 Tabun 2014
tentang  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2014 temang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negama Republik
Indonesia %omor 5539) sebagaimann telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah
. - Nomar 43  Tehun 2014  rtentang  Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesta Momor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengungkatan dan  Pemberhentinn
Perangkat Desa [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 51,

6. Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomer 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintall Desa [Berita Negara Republik Indonesis
Tahun 2015 Nomar &); )

[ sragturan  Daerah  Kabupaten Clanjur Nemor 3
Tahun 2015 twnlang Desa  {(Lembaran [Daerah
Kahupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

fni
)

MEMUTUSKAN -
Menstapkan @ PERATURAN  BUPATI  TENTANG TATA CARA
PENGANCRATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANCGKAT

DESA.



BALR1
KETENTUAN UIMUM
" Pasal 1
Palam Peraturan Hupati ini vang dimaksud dengan:
. Daerah adala Kabupaten Cianjur.
2, Eiupal.i adaiah Bupsti Clanjur.

3. Pemerintah Daerah ndalah Bupati sebagal unsur penyelenggars
pemerintahan - dacrah yang  memimpin pelaksanasn urasan
pemerintahan yang medjadi Rewennngan daerah otonom. *

4. Camat adaiah pimpinan kecamatan yang berada i bawah dao
nertanggungiawab kepecdas Bupat melatinl Seliretaris Daerah,

5. Panitia Pengawas adalah panitin pongawas pelaksanaan pengisinn
kekasongan  Parangkat Dess vensg  berkedudukan di tingkat
kecamatan, B '

6, Desa adalah desa dan désa adat alanl vang disebut dengan namsa
kain, seipnjutnya disebul Desa, adalal hesatuan masyarakat hulkum
~ang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengaiur don
MENEUTUS Ul J8an pemertntahan, lepentingan masvaraist setempat
terdasarkan prakarsa masvarakat, hal asal asul, danfarau hak
tradistonal yang dialul Han dibonusn dalam sistem pemeriniaban
Negara Kesatuan Fepublik Indonesiy

4 f . ,
7. Pemerintahan Desa adalah penyelénggaraan urusan pemerintahan .
dan kepentingan masyaralkat setempal dalam sistem pemerintahan
Megara Kesatuan Eepublik [ndonesia

8, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan
nama [ain dibanty perangkal Desa sebagai unsur penvelenggara
Pemerintahan Dess,

4, Kepala Desa adalah p{*jiﬁ'mt Pemerintan Desa yansg mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untgk menvelenggarakan rumah
rangga Desasya dan melaksanakan lugas dari pemerintah dan
Pemerintah Deerah,

t0. Badan Permusyawaratan Desa  yang selanjutnya disingkar BPD
adalah lembaga yang melaksanokan fungsi pemerintahan yvang
anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desza berdasarlaan
zeterwakilan wilayah dan ditetapkan secarn demoktasi,

Il. Peraturan Desa adalah  peraluran perundasng-undangan yvang
ditetapkan oleh kepala Desa seielah dibahas dan  disepakatl
bersama BPD,

2. Musyawarah Desa atou yvang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara BPD; Pemesintah Desa, dan unsur masyarakal
yang diselenggarakan oleh,BIPD untuk menvepakati hHI VATIE hersifal
straiegis. :

13. Perangkar Desa adalah unsur sial vang membaniue Kepala Dess
Jdalam penyusunan kebijakan dan keocdinas! vang diwadahi dalam
‘selretariat [)osa, dan unsur penduring tugas Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwauah: dalam bentuk pelaksana
teknis dan unsur kewilayahan.



v . : _;

! L]

th Penganglatan Peranghkar Dess adalah  kegiatan penjaringan  dan
penyaringan ).ingga peiantikan Peranghkat desa.

F‘ﬂ-njaﬁngan Perangkat Desa adalah kegiglan menerinta  berkas
pendaltaran day meneliti persvaratan administrasi bakal enlon
Perangkat Desa,

A

L
th. Penvaringan Perangkat Desa adalib kegintan vang dilakukan setelah
penjaringan selesad dilaksanakan.

4
17, Bakal Calon Perangkat Desa adaluh setiap  orang yvang telah
mendaltarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.

18 Anggaran Pendapatan dan  Belinja  Desa, sclanjitnva  disebhut
APBDes adalah adalah rgneans “elanga] fahunan' Pemerintabian
Diesa, '

14, Panitia Penganghatan Perangkat Desa adalah Hanitia vang dibentuk
Jich Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses/tahapan
pengangkatar Perangkar Desa,

"% : BAE i
PERSYARATAN CALON PERANGEAT DESA
Haghkn Kesaiy
Persyaratan Calon Peranglat Desa pada Sekretariat Desa
Pasal 2

v Yang dapat diangkat mnnj_:mi Peranzkat Dess pada sekretgriat s
adalah  penduduk Dess Warga Megarn Republik Indonesta dan
memenubi persyaritan
. bertggwa epada Tuban Yang Mans Bsa
h. setia dan taal kepada Pancesila dndang-Undang Dasar 1945
" Nesara dan Petneriniah Republi ndonesia;
¢.  berpendidikan paling rendah sckolah menengah umum atau

sederajat yang dibuktikan desgan Hazah:

. berusia 20 fHua puluh) sahun sampat dengan 42 (empat puluh
dua) tahun terhitung sejak tanggal pendalaran;

. terdaltar sebagai pendudal dess seiempar dan bertempat tinggi)
di desa  setempar paling Kurang | {satd} tehun  sebelum
pendaftaran;

f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktiken dengan  surat
keterangan dari rumah sakit umum Dacrah atay puskesmas
setempar; dan . :

g Dberkelakuan baik yehe dibulktikan dengan suratl keterangan
catatan kepolistan.

(2] ‘Kelengkapan pendaltaran sehagaimana dimaksud dalam ayat [T,
fnetiputi:
a.  sural permohonan  menjadi Fernngkat Desa yang dibuat oleh
vang bersandloutn diatas kertas scgel atau bermaterai cukap;
b, bulai teriglis  yang mempunval  kekuatan  hukum YVETHE
diperlukan untuk memenuhl persyaratan pendattaran: '



(3]

(4]

1)

i

1, surat T:' ernvataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
vang-glibuat oleh yang bersangkutan i atas Kerias
bermateral cukup sesuai dengan ketentuan peraturan
perandang-undangan;

2, sural permyalazan * memepang  teguh dan mengamalikan
Pancasila, Undang-Undang Iasar  Negarma Eepublik
Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara
weutuhan Negara - Resatuian Republike Indonesia  dan
Bhineka Tengeal [ka yang dibuat oleh yang bersangkutan
di atas kerigs segel atau bermaterad cukup;

3. salinan [jasah pendidikan daci ingkal dasar sampai
dengan  jjazah  terakhir vang dilegalisasi oleh pejabat
"berv enang demgan menunjukan fazab oasb oatau surast
keterangan vang dikeluarkan oleh Pejabat vang herwenang
bagl yrng tidak dapal menunjokan fasah ash atau bag
vang ijizahnya rusak;

g, salinavy akte kelahiran yang disabkan oleh pejabat vang
Gerwenang: . '

5.  salinan lkartu tanda penduduk dan kartu keluarga vang
masih berlaku dant dilegalisir Camat;

£ surat keterangan bertempat tinggal ¢ desa setempat
paling kurang 1 {satu) tahun sebelum pendaiasran dan
rukun tetangea dan rulun wargs;

y sural keterangag sehat jasmani dan rohani dar dokier
rumah sakit umum Daerah atau puskesmas sctempat;

8. sural keterangan -bebas minuman beralkohol, narkotika

dan obat-obatan terlarang darl rumah sakit umum Daerah

atay pejahat vang berwenang, '

9, surut keterangan catatan kepolisian,

i0.  daftar nwayat hidup; dan

i1, pasfoi™ bitam putith terbarn vkuran 4 x 6 em sebanvak 2
[iiLlHi_IEiIltr'riI ;

Pegawal negeri sipil yang mencalonkan dir sebagai Peranglal esa,
s¢lain harus memenuhi persyaratan sehagaimana dimaksud pada
avat (1], jupga harus memilifi surat =a / persetujunn tertulis dari
pejabat pembina kepegawaian.

Hak dan kewajiban kepegawaian dan administrasi bagi pegawai
negeri sipil  yang mencaionkan diri sebagal Perangkat Desa sesuai

" dengan ketentuan peratu r&n perindang. undangan:

W
Perangkat Desa lain vang akar mendallarkan divl selmzal sekretars
Desa wajib cotl terhilung sejak pendafiaran bakal calon Peranghst
‘Desa,

L

. Bagian kedua
Persyaratan Calon Perangkat Desa padn Pelaksans Kewilayahan

Fasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa pada  pelaksana
kewilayahan adalah penduduk Desa Warga Negara Republik
Indonesia dan memenut gersyaratan: ‘
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e,

£,

h.

beriagwa kepada Tuhan ¥ang Maha Esa;

gsetin dan tasl kepada Pancasia dan Undang-Undang Dasar
1845, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

hrl'pfn{hd-kﬂn paling rendah sekolah m:nfngﬁh umum ata
sederajat yvang dibulktigan dengan ifaeali;

herisia 20 [dua puluh| tehun fampai dengan 42 (empat puluh
dun) tshan werhitong seak mnegal pengdaltaran:

terdattar sebagai pendudix ddsun setempat dan bertempat
tinpeal df dusun setempat paling kurang 1 (satu) ahun sebelum
pendealtaran;

sehat jasmani dan, rohani yang. dibuktikan dengan sural
keterangan dari rumah sakit umum Daerah aten puskesmas
setempaty |

berkelakumi haik vang dibilkisesn dengan sueal keterangan .,

catalan kepolisian; dan
mengenal wilgyah dusunnys dan dikenal oleh masvarakat i
dusun setempal.

Keiengkapan [:f*n{ialtamn sebagamana dimaksud pada  ayat (1),

meliputi:
6. surgl Permohonan menjadi Peranskal Desa vaﬂg dibuat oleh
vang bersangkutan dialas kertas segel atau bermateral cukup,
bh. bukii tertulis yvang mempunval kekuatan hiokum  vang
. diperlulean untuk memenuhi persvaratan pendaftaran, yvaitu:
1. sure pernyataan beriagwn epada Tuhan Yang Maha Esaq
i yvang dihuat oleh vang bersanghutan di atas kertas
Bermateral cukup sesuai dempgan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan:

2, surat- pemvaiagn memegang  teguh dan  mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negam  Republik
Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara® Kesatuan Republik Indonesla dan
Bhineka Tungeal lka yvang dibuat oleh yang bersangkutan
di atas kertas segel atau hermateral cukup;

3. salinan fjasah pendidikan dar tinghkat dasar sampai
dengan  jjazah  gerakhic yang  dilegalisas?® oleh  pejabal
berwenang dengan menunjukan ijagah ash aiau surad
keterangan vang dikeluaskan eleh pejabat vang berwenang
bagi vang tidak dapat menunjubkan ijasah asli atan bagi

: vang fjasahinya rosak;
o 3. salinagn akle kelakiran yvang disshican olel pejabat yang

b rwe g, .

5. salinan’ kartu 1anda pendudulk dan karto keluargs vang
masih herlaku dan dilegalisir Camat,

B, sural ﬁPTﬁmnga'n bertempat tingeal di dusun sclempal
paling kurang 1 (satu) lahun sebelum pendaltaran dari
rukun tetangsga dams rukun warga;

7. surat keterangan sehat jasmani dan roheni dari dokter
rumesh sakit umum daerah atau puskesmas setempat;

A, surat leterangan bebas minuman beralkohol, narkotika
dan obat-ohaian jerfarang dar Humah Sakit! leum Dae il
atau Fejabal yang bherwenang,

&

-



(2]
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9. sufat kelerangpg calatan kepolisian  sudat Keterangsan
catatan kepolisign: '

Atk dafiar dwayat hidup,

L1, pas foto hitam putih terbart ukuran 4 x 6 em sehanyalc 2
(dus' lembar: dan

12. ‘sural keterangan dari selusuh Ketus rukun lerangga dan
rukun «warge i wilavah dusun tersebut bahwa mereka
mengeral ealon yang bersanslos tan,

Pegawai negeri Jpil vang mencalonican dird selbagai Perangka Desq,
selain harus memenuhi perayaratan sebagaimana dimaksud pada *
ayat (1], juga harus m:rmzlila:f surat izm/persetujuan tertulis dar
peiabat pembina kepegawaizn,

Hak dan kewnjiban kepegawaian dan adiministrasi hagi pegawai
negeri sipil yang mencelonkan divl sehagad Peranphkal Desa sesunai
dengan ketentuan peral rgn e nding- undangan.

-

Bagian Ketiga
- Persvaratan Calon Perangkat Desa pada Pelaksana Teknis
; T Pasal 4

Yang dapat dis.gks! menjadi Perangker Dirsa paadda pebaksasa toknis

adalah penduduk Desa Warga Negarm Repubik ndonesia dan

memenuhi persyaratan | ;

&, bertagwa kepada Tuhan Yang Mala Fss:

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undarng-Undang Dasar
10435, Negara dan Pemerintah Repubiik Indonesis;

¢, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umtim atau
sederajat yvang dibuktian dengan ijazah; \

. berusia 20 {dua pulsh) tahun sampail dengan 42 (empat puluh
dua) tahun terhitung ssiak tangeal pendafiaran;

¢, terdaftar sebagar penduduk desa selempat dan  bertempar

tinggal d desa selempat paling Xurang 1 fsatu) tshun sebelum
=  pendaltaran;

. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dard rumah sakit umum daerah atau puskesmas
setempat; - .

B. berkelakuan baik yang dibuitilan dengan surat keterangan *
catatan kepolisian: dan

h.  mempunyai keahiian di bidang fugasnysa

Kelengkapan pendaftaran sehagiimana dimaksud pada avat (1},

meliputi;

4. sural permohonan menjadl Peranghkal Desa vang dibaat oleh
yang bersangkutan dftas kertas segel atau bermaterad cukup;

b.  bukti tertulis }ranfx mempunyal  keleatan  hukum  vang
diperlukan unfuk memenuhi svara pendaftaras, yaitn
L, swr perayvataan bertagwa kepada Tuhan Yaog Maha Esa
di atas kerias bermsaterad CUkup sesual dengan ketentyan
perundang-undangan,



i 2. . surat pernyaiean memegsng leguh dan mengamalkan

! Par zasila, Undang-Undang Dasar  Negara  Repubbik

. Indunesia Tahun 1945, memperiahankan dan memelihara
keutufian  Nepara Kesstuan Fepublik  Indonesia  dan
Bineks Tunggal Tha yang dibuat oleh yang bérsangkutan di
atas wertas segel atau bermateral culap;

3. salinan lasah pendidikan dari tngkat dasar ssmpai
dengan  {jazah terakhir yvang dilegalisasi oleh  pejaba
berwenang fi:-ng:m menunjulan ljpzah ash stau surat
keterangan yarg dikeluarkan oleh peinbat vang berwenang
bagi vang tidak dapat menunjukan ijasah asii atau bagi
yang ijasahnya rusak,

4. salinan akte keBhiran atau surat keterangan kenal lahir

vang disahkan eleh pejabat vang herwenang:
salinan kartu tande pendoduk dan karty keluarga vang

. masth berlaley dan dilegalisir Camat:

b, surit keters in[,d!'l pertempat  tinggal di desa selempal

- paling kurang | [satw} tahun sebelum pendaftaran dari
rukunttelangga dan rukun warga;

7. sural xelerangan sehat jasmani dan rohari dast dokter
rumal sakit umum daernh &tau puskesmas seiempat;

8.  surat keterangan bebas minuman beralkohol, narkotika
dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit umum daerah
ateu pejabat yang berwenang;

9. surai keterangan catatan kepolisian setempat;

E0.  dalftar rivayar hidup; dan

i1, pas folo hitam putih erbarg ukuman 4 x 6 v sebanyak 2
lembar. A

(3 Pegawai negerd sipl! yang Wmencalonkan din sebagai Perangkat Desa,
selaln harus memenuhl persyaraian sehagaitnana dimaksud pada
«ayal (1, juga haros memilild surar 2in/persetujuan tertulis darl
‘pejabal pemb na kepegawaian

o

(4] Fiak dan kewajban kepegawaian ders administrasi bagi pegawa
negerl sipll yark mencalonkan diri sebagal Peranglat Desa sesua)
dengan ketertuan peraluren perundang-undangan,

BAR I
PERSIAPAN KEGIATAN PFENGANGRKATAN PERANGKAT DESBA
l!ﬂgiam GRS N .
Pengumumean Kekosongan Peranglkar Desa
Pasal 5

kepata Desa’ mengumumban kekosongan Perangkat Desa dan
melaporkan rencans pengisian kekosongan tersebut kepada Camat,

i

K



HBagran Kerlun
7 Pranits Pengaway
I"r&al

{1} sehelum pelaksanasn pmg‘isjaﬂ kekosongan Perangkai Desa df
tingkat kecamatan dibentulk Panitia PEngawasg,

(4] Panitis Pengawas scbagatmana dhmaksud pada avat (1], dibentuk
tlalam ranglka penpgawasay terhadap proses pelaksansan pengisian
kekosongan Perangkat Desa. ¥

(3 Pembentukan Panitia  Pengawas ditetapkan  dengan Keputusan
Camal,

; . Pasal T

(1) heanggoiaan l_‘H'niun Pengawas scbagaimans Jimaksoud dalam Pasal

B ayat (1), terd ¥ darl .

a. Camat selaku ketua,

b.  sekretaris Kecamutan sphagal sekretaris:

€. komandan rayon militer dan  kepala polisl sektor sehagai
angrord, .

d. kepala seksi tata pemeriniaban Kecamatan sebagal anggoin;
dan .

e. ‘unsyr lainnya vang (ﬁpﬁndang periil sebagal anggota,

(4] Tugas dan kewenangan Panitia Pengawas terdirt daris
A, membanty Fanitls  Pengangkamn Perangkar Desa  dalam
mempercapkan,  memifastlitasi dan mengawasi DEOSCS
pulaksarasn fahapan peogisian kekosongsn Perangkat Dess;
dan . .
b, membatatkdn terhadap hasil pengisian kekosongan Perangleat
Desa apabjia terbukti proses pelaksanaannyva  bertentangan
dengan ketentuan peraturan perungang-andangan.

§

Bagian Ketiga
Panitia Pénganghatan Perangkat Desa
* Pasal s
(1] Sebelum pelaksanssn Penpangkatan Perangkat Dess, Kepala Desa
membentuk Panitia Pengangkaten Perengkat Desa.
44 Jumiah anggta Panitia feriginglatan Feranghat Desa disesunllal
dengan kondisi desa;

(M Panita PengangYalan Perangkal Dess scbagaimana dimaksud pada
avar (1), rf_f'hﬁui_uk peling lambat 3 {tga) bulan sebelum Perangkon
Dwisa yang bersangkutan hahis mass mbhatannya.

i3l Pembentukan  Panitla  Pengangleten  Perangkal  Dess vAng
disebabkan karenn hal selaif sebagsimana dimaksod pada avat 13,
dilaksunakan setelah terjadings kebosongan Perangxat Desa.



{3) Pembeptukan Panitla Pendhingkatan Perangkat Desa ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

(6} Panita Pengangkatan Perangkat Dess keangegotaannya terdini dari;
a. Perangkal Desa, '
b lembaga kemasyarakafan Desa; dan
c. tokoh masyarakat, °

[F] Prlaksanaan penjaringan dan penyaringsn Bakal Calon Perangkal
‘Desn dilaksaakan paling lams 2 (deal bolan  seielah jahatan
Perangheat Desn Kosong atou diberhentikun,

"

L

Bagian Keernpat : .
Tugas Panitis Pcng:lingt-:ﬂ tan Peranglst Desn
Pasn: O

Panitin Pengangkatan Perangkat Desd sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 8 ayat (1), bertugas:

2, menetapkan rencaca bisyaglan sumber biava keglatard Pengangkatan
Peranghkat Desa; ;i '

b, melakukan penjaringan Baka! Calon Peranglkat Desa; .

¢ mengumumksn nama Bakal Calon Perungkat Desa yang telah
memenuhi pe syaratan penjaringan dan berhak untok mengikut
Uilan penvaringan;

d.  mempersiapkan segala sesuaty yang berkafian denean pelaksaniam
ujan Fenvaringas Peranghat Dess agar berjalan lertib, lancar, aman
dan teratur;

¢, membuat berita acara hasil ujian Penyuringan Perangkat Desa; dan
melaporkan hasil pelaksenaan Penganghkatan Perangkat Desa kepaia

Kepala Desa, *

<« HAB |V :
PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
agian kesang
Penjaringan Perangkal Desa

Pasal 1N

i

Pendaftarun Bakal Calon Perangkat Desn dilaksanakan dengan Xetentuan:

. surat permohondn menjadi Perangkar Desa ditulis sendin oleh Bakal
Calon Ferangkal Desa dintas kectas bermaternl ditujukan kepuda
Panitia Penganghatan Peeangkat Desa;

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud huref a, dilampin berkas
persyvaratan sebapgaimana dimaksud Pasal 2 untuk sekretariat Desa.
Pazal 3 untuk pelaksana kewilsyahan dun Pasal 4 untuk pelaksana
teknis; ; , -

C.  batas. waktu pendaftaran fsampai dengan melengkani persyaratan
pellng lama 15 (lima belan) hard ketja sefak tangzal diumumlannya
pendlaftaran ealon Perangkat Desa,

-



d. . Apahila sampai dengan Abatas wakio  vang  felph  dientulam
sebagaimana dimaksud dalam huruf o, jumlah pendaftar kurang dari
2 {dua] orang, maka Panitiz  Penganpkatan  Perangkat  Dess
nwmprrparjang wality pendaltaran paling lama 15 [ima belas] had

erja;

. Apabila sampai depgan batas wakiu oyang  telah  ditentukan

sehagaimana dimaksud huruf d, jumlah-pendaftar tetap kurang dari

2 [dua) orang, MNanitia Pengangkatan Peranglkat Desa metaporkan

kepada Kepala Dgsa akan hal tersebus;

berdasarkan peristiwd schagalmana dimalsud dalam hurul e, kepala «

Desa menerhitkar heputusan hepala Desa fentang Pengangkatan

Penjabat Perangkat Desa setetah mendapat persetujuan Camat,

g.  penjabal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam hurul e
berasal dan Perangkat Dess setempat, dan

n. masa jabatan Penjabat Perangikar Desa sebagalmana dimaksud
cdalam hurul { ditentukan galing lama sampai dengan’ r111rtapkﬁnnv=-1
pejabat definitil

il |

-

= Pasal |

Penjaringan  Bakal ;t'.“:ﬁnn Perangikat Desi dilpicsanakan oleh Pamtia

Pengangkatan Perangkat Desa dengan Betentuan sebagal berikut:

i penelitian berkaapersyaratan Bakal Caion Peranglkal Desa;

. apabils dalam penelitian berkas masih ditemukan persyaratan yang*
kurang lengkap, pelamar dibecl waktu 6 fenam) harl kerja uniuk
melengkapl persyartan tersehut;

c. Bakal Calon Peranghkal Uesa vang ‘elab memenuhi persyvasatan
ditetapkan sebagai calon Peranghkatl Desg oleh Panitla Pengangkatan
Perangikat Desq dengan berita acara dan diumomkan kepada warga

. masyarakar untuk mengikgi proses selanutnye; dan |

i. berkas lamaran yvang tidak memenuohi syarat, dikembalikan kepada

pelamar dengan tanda terima

; Hagan hedua
Peayaringan Perandgkat Desa
: Pagal 14 .
Penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
. Bakal Calon Peranghkat Desa ",rrmg telah memenuhi svarat ditetapkan
sehagal calon Perangkat [esa:
b. calon Perangkat Desa sebagaiinang dimaksud huraf s, selanjutnya
cleh Panitia Pengangkaran Perangkat Desa diselelsi mciﬂlul proses -
- ujian penvaringan; -
¢.  jumlah ealon Perangkal Lesa yang mengiiotd u_i:'ﬂn penyaringan
paling sedikit 2 {dual orang untuk setiap {shatan,
(. ¢alon Perangkat Desa sehugaimana  dimaksud huruf b, yang
memperoieh n lni
tertings]  selang umw berfiak untuk ditetapkan sebagar Perangkat
Besa; dan i

B



e, apahbila terday at nilpi tertingsl veng samas, setaniutnys  dindakan
ulian penyaringan khusus bagi vang memperoleh nilal tertingg vang

HETTIEL, 5
%

Pasal 13

]
Penilajian ujian penyaringan meliputl penilaian:
f. hasil ujian tertulis;
b, prestasi dan dedtlasi; dan

¢. ujian praktek. |

Fasai 14

(i)  Mater] ujian tertulis penyvaringan calon Perangkat Desa meliputi:
4. Pancasila; |
b. Undang-Undung Dagar Negars Bepublik Indonesia Tahun 1945;
g Umii—mﬁ-i}:!ﬂaliﬂ Nomar o Tahun 2014 dan  pératuinmn
pelaksanaarfya:
d. Bahasa Indonesia; dan
e, pengetahuan pmum tekngs pemerinianan.

(2] Materi ujian penvaringan sehagaimana dimaksoud pada avat (1)
disusun oleh Panitia Pengangkatan Perangiat Desa,

{3 Dalam menyusun materi ﬁéhﬂ.,g.mmama dimaksud pada avat (1],
© Panitis Pengangkatan Péhangkat Dess dapat meminta bantuan
kepada Panitis Prngawass

[y Koreksi hasil ujian’ Penyaringan Perongkat Dess dilaksanalkan oleh
Panitia Pengeagkatan Peranghka! Desa dan disaksikan oleh Panitia
Pengavwas vang hasiinya dinmumian pada harn yvang same.

(5) Hasil ujian peyaringar schagaimans dimaksud pada avat (4,
merupakan nila. kumulstiffgabungar antara hasgil ujian tertulis,
penilaian prestag dan dedikast secte uflan pralitek calon Peranghka
Besa. c

Baginn heliga
Penanganan Pﬂlanggg_t'ﬂﬂ dan Penvelesaian Masalah
y rasal 15 ;

{1} Pamiba Pengawas menérmma laporan  pelanggaran pada setiap
‘tahapan pelal'sanaan pengisian Peranglkal Desa,

{2} eaporan pelanggaran  sebagaimans  dimaksud  pada  ayat {1
dilaporkan oleh fmrgil masyaiekal dan/aiao calon Perangkat Desa.

{3} Laporan dIa.ampE':ﬂ-:an secara lisan atan 1erivlis vaog berisi
2. nama dan Slamar pelapor;
B walkty dan tempal kefadian perkars;
. nama dan alamst pelanggar
d. hana dan alamst sakesidan



4 "

¢ ursdan keigdisn

(%]  Laporan sebagaimans dimalesud pada ayvan (3], disampaikan kepads
Panitia  Pengawas paling lgmea 1 ofsaty] hart kerja Sejak lerfadinyn
pelangaaran. :

L]

A pPasal 16 :

(1] DPanitia Pengawas mengkaji dan mienyeiesatkan  sctinp  laporan
pelanggaran yang diterima.

(2] 7?:‘:*11.}relf:saiﬁn setiap Waporan pelanggarn yang tidak mengandung
unsur pidana, keputusan Panitin Pengawas  bersilat  fing)  dan
mengikat. 17

I3  lLaporan pelunggaran vang mengandung unsar pidana diteruskan
kepata penyidi® ‘

(#}  Penyelesmian  sengkets pang lidak mengandung unsur  pidana
sehagaimana dimaksud awal (2], keputusan Panitin  Pengawas
bersifat final dan mengikar

A
Bagian Keempal
Penetapan Perangkat Desa

- . Pasal 17

(3] 4 {dua) orang calon Perangial Desa vang mempercleh nilai rertinggi
dengan urlitan gt wortinggl pertamia dan kedua, dilaporkan lepads
Repala Desa olel® Penliia Pengatgkatan Feranghat Desa.

(2] Calon Perangi® Dess  sebagaimana  dimalsud pada ayal (1)
dikonsulinsikan oleh Kepaia Desa kenada Camat, ;

{3) Camat memberikan refomendast tertulis terhadap calon Perangkat
desa yvang memperoleh nilal tertingg paling lama 7 (tujuh) han
kerja.

(4] Rekomendas! vang diberikan Camat berupa PErseiujuan  atuu

- penolakan berdasarkan pefsyaratan vang ditenty beaimy..

(51 Dalam  hal Camist  cdemberikan  persetujuan,  Kepala  Desa

menerbitkan Keputusan Repaln Desa  tentang Penganglatan

Perangkat Desa,

{0} Dalam hal rekemendast Camat berisi penolakan, hepala Desa
mekakukan . p;rnji;lr‘lngﬁrﬂ dan peoyaringan kembali calon Perangkal
Diesa,

e
Bavign Kol
= ‘.,.
Pelantikan Perangkat Tesn
Basal 1[4

(1] Sebelum memanghy abatan Perangkst Dess mengueaphksn sumipah
{jangi dan ditantik cieh Kegals Desa,

w



(2]

1h

i<

i
Susunan kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai bertlut
" Den Allah [Tuhan), saya bersumpah / beriang ;
Bahwa sava akan memenubi kewaliban sava selaku Perangkat Dess

. dengan sebaik-baiknva, segujur-fujurnya, dan seacdil- Adilnya;

Bahwe saya akan sglalu  tasr  dalam  mengamalkan  dan
mempertahankan Pancasila sehaga Dasar Neoara;

Bahwa saya akan menegaklkan kehicupan demokrasi dan Undang
WUndang Dagar 1945 sehagal konslitus Negara  serta segali
Peraiuran Perundang-undangun yang herlaku bagi Desa, Daerah
tan Negara Kesatuan Eapublix lndonesia”

i
1ABR vV
BIAYA PENGANGRKATAN PERANGKAT DESA
Pasai b

Rencana Biaya Pengangipran Perngkat Desa diteiapkan dengan
Peraturan  Desa Et‘ﬁl:ﬂi dengan  kehutghan dan  kemampusn
kReuangan Dess.

Biava F'!'I'Igﬂ_rlgk..‘l.lan D{*mngl-:n' Desy selmgaimana dimaksud iz
‘ayat (1}, dapa’ diperaleh dari ¢

o APBDes;

i, swadava masyarakat; dan

¢. sumbangan dfri pihaik ketlga vang tidak mengikat.

Banitia Pe{&angkatan Peranghal Desa melaporkan
perangeungiawaban  penggunaan  dane Pengangkatan Perangkat
Desa kepada Kepala Desa,

AR VI
MASA Jnﬁn’f’nm PERANGKAT DESA
Pasal )

Masa jabatan Peit nghat Desa berichic padn sant vang hersangkutan
herumur 60 (enam puluh) takan,

(4

-

xS
BAY V1

JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS PERANCHAT DESA
Baprtan kesaty
Jam Kerja Perangkal Desq
Pasal 23 !

Jam kerja Perangkal Desa menyesunikan dengan ketentuan jam
kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.



15

_ . Bagian kedua
. Pakaian Dinas Perangkal Desa
Pasal 22

{1) Pakaian dinas Perangkat Desa menyesuaikan dengan ketentuan
pakaian dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Dacrah,

(2] Perangkat Desa wajib mematuhi ketentuan pakaian dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat [1).

BAB VIII
LARANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 23

Perangkat Desa dilarang:

a, merugikan kepentingan umum;

b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggola
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

¢. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tlindakan diskriminatil terhadap warga dan/atau
golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

[ melakukan kolusi, korupsi, dan nepolisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain vang dapat memengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakuleannya,

g.  menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap jabatan sebagal ketua dan/atau anggota BPD, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
«ian jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan
perundangan-undangan;

i, fkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum
dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

.  meninggalkan tugas selama 60 {enam puluh) hari kerja berturut-
turut  tanpa alasan  yang jelas  dan tidak  dapat
dipertanggungjawablan, E

Pasal '.1_4

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan schagaimana dimaksud’
dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa- teguran lisan
dan/atau teguran terfulis,

(2) Dalam hal sanksi ailministratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara
dari jabatannya selama 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan
dengan pemberhentian,



[1)

12]

i

. . -Bagian kedua
. Pakaian Dinas Perangkat Desa
” Pasal 22

Pakaian dinas Perangkat Desa menyesuaikan dengan Kketentuan
pakaian dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa wajib mematuhi ketentuan pakaian  dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

'
BAB VI
LARANCAN PERANGEAT DESA
Pasal 23

Perangkat Desa dilarang:

el
b.

(1]

(2]

merugikan kepentirfigan umuim;

‘membuat keputusan vang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya,
melakukan tindakan diskriminatil terhadap warga @ dan/atau
golongan masyarakal tertentu,

melakukan tindakan merésahkan sekelompok masyarakat Desa;
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan
atau tindakan vang akan dilakukannya;

menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
«an jabatan lain yang aitentukan dalam ketentuan peraturan
perundangan-undangan,

flut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum
dan/atau pemilihan kepala daerah,

melanggar sumpah /fanii jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 60 [enam puluh) hari kerja berturut-
turut tanpa alasan yvang  jelas dan tidak dapat
dipertanggungjawahkan.

Pasal 24

Perangkat Desa yang melanggar larangan scbagaimana dimaksud”
dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratil berupa: teguran lisan
dan /atau teguran tertulis,

Dalam hal sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

*tidalk dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara
dari jabatannya selama & [enam] bulan dan dapat dilanjutkan
dengan pemberhentian. |



[1)

(<]

B

-

k)

(1]

£

BAH X
PENBERHENTIAN PERANCKAT DESA
i Fagian Kesaty
Pemberhentian Sementara Perangkas. Desa

PRsAL 25

Perangkal Desa diberhentikan sementara jika;

8. ditetapkan sebagal tersangka dan ditahan:

b.  ditetapkan sehagai terdakwa; i

¢ tertangkap tangan dar ditahan; fan fatau .

d. melanggar  larangsh sebagad peranghkar  desa yang
pelaksanaannys schagaimana (imaksud dalam Pasa) 24,

‘Perangkat D'ssa 'vang diberhentikan  sementara sehagaimana

dimaksud pada avat (1) huruf o sampai dengan huruf ¢, diputus
bebas atau tidak bersalah oleh pengadilan dan telah berkeluatan
hukum tetap difembalikan kepada jabatan semula.

E
Pasal 26
Pemberhentian semerntara ' Perangiat  Desa  ditetapkan  densas
keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan kewajiban yvang harus
dilaksanakan oleh Perangkat  Desn  selama  menjalani | mass
pemberhentian sementara,

Ferangkat Desa vang diferhentikan sementara dai jabatannyn,
tetap berhak atas penglfasilan tetap/gafi sebesar 100 % {seratus
persen) darf yang telal ditetspkan dalam APHDes dan tidak berhal
«itas tunjangan / peadapatan lalnnvs

selama Perangikat Desa dibecheniikan sementars da jabatannys,
tugas PerangkatDess yang bersanskutan dilakukan oleh Perangicat
Desa yang mediliki posis) jabatan dari unsur yang samsa, yang
ditunjuk olek Fepala Desa

Pesal 27 .
Apabila selama masa pemberbention  sermenters sehagaimann
dimaksud dalam Pasal 26 ayar (1] yang bersanghutan  dapal

mengubah sikap dan  perilakunys serts dapal diterima  oleh

- masyarakat, Perangkai Besa tersebut diangkat kemball dalam

jabatan semula, .

Apabila selama masa pemberhentian sementara sehagaimeanna
*dimaksud delam  Pasal 26 ayar (1] vang bersangkutan tidak
mengubah sikap dan periiakunya  serte tidak dapat diterima
masyarakat, Rerangkal Desa  tersebut  dibechentikan dar

labatannya, H

Apabila berdasalen kepuiusan pengadilan vang telah MempuUn vl
kekuatan hukuom tetap menyatslkan behwa . yang hersangkutan
dijatuhi hukiman pidans  kurungsn,  Perangksat  Desa Vg
diberhentikan sementara sdhagaimany dimaksud deizm Pasal 26
ayat (1} diberhentikan dari jabatannya



!

o

Hagian Kedus : .
Pemberhentinn ;;“Hap Perungkal Desa

Fasal 2e

(1) Perangkat Desa berhenti karens
a.  meninggal dunia;
- b, permintaan sendiri; ;ﬁau 1
. diberhentikan. N

(€]  Perangkat Desa diberhentikan sehagaimana dimalsud pada avat (1)
“huruf o karen o
g usia telab genap 60 (enam puluhy mhum
b dinyatakans schagai  terpidann berdasarkan Rem s

pﬁ'ngadjl-.minmg telah mempunya nulum tetap;

¢ berhalanggn letap,
.  tidak lagi memenuhi persvaratan sebagal Perangkat Desa; atau
¢.  melangsar lerangan sebagai Perangkat Desa,

i3} Pemberhentian Perangkat Desa tilalksanakan denpin mekanisme

sthagal berilkut:

a. Kepala Desa melakukan konsiliasi dengan Camat mengensi
pemberhentian Perangkal Desa: :

b:  Camat memberikan® rebomendisi  tertylis yAng imentaal
mengenal  pemberhentian Perangkat  Dess yang  telah
dikonsultasikan dengan Kepala Desa;

¢.  rekomendasi tertulis Camat ditadilkan dasar oleh kepala Desa
dalam p mberhentian Perangkal Desa; dan

@  Pemberhentian Peranghkat Desa ditetaplan dengan Reputusan

Kepala T_-‘J'mil_
T
BAB Xi
MUTAS] PERANGRAT DESA .

[Perasg] 20

{1} Mutasi Peranghkat Desa dilaksanakan dengan ketontuan sehagnl
T berikut: i 1
a. dilaksanakan dalam Fiuasl vang sangat mendesak dan dalam
rangka memperkunt peavelengrean pemerintahan Desa serly
«  peningkatan pelayanan kepsda masvaralkar
h. tidek bersdibar berubahnye penghusilan bagt Perangkat Dosi
" yang dimitagikan, dan _
. dilaksanakay antar Unsur veng semma dan vang bersangkutan
sudah elaksanakan (ugas pada jsbatannya paling sedikit 2
(tiga) tahup® )
2] Mutas! Peranghat Desa, ditetaphan dengan Keputusan Kepata Desa,
setelah mendapatl persetujudn tertulis dari Camar,



BAR XIT
KETENTUAN PERALIHAN

Prsal 30

(Il Kepala wrusan, kepala dusun dan pelaksana teknis yang telah ada
sebelum berlakunya Peraluran bupati ini, dinvatakan sah menurut
Peraturan Bupati o,

(2)° Kepala urusan, kepala dufun dan pelaksana teknis yang telah ada
sebelum beriakunya Perattran Hupat ini vang felah berusia 60
tahin, diberhentikan dart jabatannya.

= _ AR Xl
HE'l'E.iN'I'LIM-‘ SENUTLIP
- Pasal 31
Peraturan Bupatl ini muisl berkiou pada tanggal diundangkan,
Agar sefiap orang mengetahulnys, memerintahkan pengundangan

Peraturan Dacrah mni dengan penempuatannya dalam  Berita Daerah
Kabupaten Claniuar.

i
. Ditetapkan di Cianjur
) pada taoggal | Maret 2018
. - BUPAT! CIANJUR,

el

IRVAN RIVANO MUCHTAR




